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Presiden: Opini WITP Bulkan Pm@m@ﬁ

Minia Kementerian
Terbuka kepada BPK

Gegorn, Padek-- Pemerintah
ditget an bisssmegulangica-
patan HG6 didam hal laporan
. Yahnimendapatkan
jar pa pengeaalian
} Untukmevujudkan hal
ian Pemeriksa Keman-
waa (BPKG nn-uv.inm penmerin-
Balinaneapiansejumlah pro-
o g mendubung peny-

i r.l. porutkeuanganyang

St i:n,?amn kcmunlw

Haaodin lembaga di cuang
Gizcuda Istana Bogor kemarin

L Dalum pertemuan ter-
obut, piesiden meminta agar

i'.
2014, yakni opini WTP dengan

jarannyatengulangicapatan |

hasit yany lebih baik. "WTP
bukan scbuah prestasi, me-
lainkan memang kewajiban
kita dalam menggunakan AP-
BN/ ujar Presiden.

Menurut dia, opini WIP
harus menjadi standar ca-
paianlaporan keuangandi se-
mua lembaga. Bila semua te-
lah mampu konsisten, kuali-
tasnyatinggal ditingkatkanse-
hingga benar-benar tidak ada
catatan. Sebab, opiniWTPbu-
kan indikator bahwa sebuah
kementerian atau lembaga

" bersih dalam hal laporan ke-

wangan. WTP hanya menun-
jukkan bahwa laporinnya su-
dah seuai standar yang dite-
tapkan, .

Karena itu, mend.'lpatkan
opinlWTPiidakaukup. "Harus
benar-benardipasdkanbahwa®
tidakadasaturupiah punuang
rakyat dalam APBNyang diko-
supsi, tegasnya. Unukmence-

gah potensi wersebut, pemerin--

tah mengandatkan teknologi
informasidari hulusampai hi-
lir. Karena [, saatini perpres
mengenal penerapan e-plan-

ning, e-budgeting, hingga e-
procurement tengah disiap--

.legjclus. pc!imrihtﬂt ya-

- kin BPK akan mengaudit se-

cora ' independem tanpa ten- -

densi apapun. Schinggn, hasil
auditnya pun bisa dipertang-
gungjawabkan. "Saya’ minta

semua kementerian, lembagn -

negara, pengguna APBN, un-

* tukterbukadengan BPK tam-

hahnya.
ch:\gai bambamn, pnda

2016 lapran kevangan pemer-
Inwh pusatmendapatkan opi-

ni WIP dari BPK. Meskipun -

demikian, tidak semua K/L
mendapatkon opini\WTR Dari
68 laporon kevangan kement-
erian Jembaga (LKKL) dan
bendaharmumumnegara, 71di
antaranya mendapat opini

patopiniwajardengan pengec-

" WTP.Belapanlaporanmenda- -

ualian, Sementar itu, masih

adacnam K/Lyangmendapat
disclaimer dari BPK. ‘

BPK menyarankan sejum-
lah halagarlaporan keuangan
pemerintah bisa lebih batk

daripada tahun sebelumnya.

Di antaranya, dengan mem-

pc:baﬂdkuahmspcmnggung-
Jrvaban keuangan negara. Per

baikan itu dilakukan dengan -

‘menyajikan kaporan yang be-

bas dari salah saji materi, ke-
lld:lkpa(ulmn lcrhadnp uy;

atau bahhm kecurangan. Ke-
mudian intemal auditor harus
diperkuat agar sistemn pengen-
dalian internal juga lebih balk.
. -Selain itu, pemerintah ha- -
ruslebihmasifdalammenerap-
kan wehnologi informasi yang
‘bisa mendukung laporan keu-
angan. “Kami sangat berharap
adapusatdataketangan nega-

. ra yang terintegrasi dan dapat

diakses olch Badan Pemeriksa
Keuangan,” ujar Ketua BPK -
MoermahadiSoerja Djanegars
Sistem yang terintegrasi
akan memungkinkan BPKun-
tuk mengawasi pegelolaan.
keuangan negara secar real-
time. Bukan tidak mungkin,

_ BPK bisa langsung mengorck-

st-hila ada potensi kesadahan -
dalam pengelolaan keuangan

" negara. Salah satunya, dengan
- meningkatkan implementasi’

e-audit. (byu/oki/jpg) -




